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Abstract

Risk Management in the Supervisory Function activities at the Harbormaster and Port Authority Office Class |
Tanjung Emas Semarang is carried out to find and measure the risks that occur, this study also aims to develop
control methods that aim to improve supervisory performance. The method used in data collection is a mixed method
with a quantitative approach through questionnaires and risk matrices and qualitative through interviews and
observations. In the data analysis of this study, brainstorming analysis was used to identify risks, risk matrix analysis
was used to measure the level of risk, and interviews with the KSOP were used for risk control strategies. The results
of the study showed that most of the risks were in the moderate to high category, especially in terms of compliance
with standard operating procedures (SOPs), use of personal protective equipment (PPE), and readiness of human
resources (HR). By implementing structured risk management, KSOP Class | Tanjung Emas is expected to increase
the effectiveness and suitability of the implementation of supervisory functions and create a safe, orderly and good
port work environment.

Kata kunci: Risk Management, Supervision, KSOP, Risk Matrix, Occupational Safety

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau dengan kawasan
territorial laut yang luas sehingga disebut menjadi salah satu negara maritim. Letak geografis Indonesia yang
berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta di antara dua samudra yakni Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik menyebabkan Indonesia memiliki letak strategis dalam dunia transportasi khususnya
transportasi laut. Transportasi laut tidak hanya berperan untuk sarana angkutan penumpang dan barang, namun
juga sebagai fasilitas penting untuk menunjang pemerataan ekonomi. Transportasi laut mempunyai peran yang
sangat penting dalam hal konektivitas perekonomian yakni sebagai penghubung dari pulau ke pulau di Indonesia.
Salah satu hal penting dalam transportasi laut adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur
yang berfungsi sebagai penghubung di bidang transportasi laut Ramadhan, (2015)

Menurut Undang-Undang No.17 tahun (2008), Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan juga berperan sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan
menjadi salah satu fasilitas utama dalam hal kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transportasi yang memiliki peran
yang sangat penting dalam bidang perekonomian di Indonesia. Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara, seperti mempermudah perdagangan internasional,
meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, serta menarik investasi asing. Dengan terus memperbaiki
infrastruktur dan meningkatkan efisiensi operasional, pelabuhan dapat memberikan kontribusi besar terhadap
kemajuan ekonomi suatu negara Gunawan et al., (2021). Di Indonesia, pelabuhan dibagi menjadi tiga berdasarkan
hierarki distribusi muatannya, yaitu Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, dan Pelabuhan pengumpan.
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Pelabuhan berkaitan erat dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena KSOP adalah
Lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban di wilayah pelabuhan.

Pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan keselamatan, efisiensi
operasional, penegakan hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan pelabuhan yang lebih
optimal Kementerian Perhubungan, (2018). Oleh karena itu, KSOP memegang peranan penting dalam memastikan
kelancaran aktivitas maritim serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian negara. Dalam usaha
untuk mewujudkan keadaan tersebut, pemerintah mempunyai peran yang penting untuk kelancaran pelayaran
melalui instansi pemerintah yang terlibat yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Menurut
Peraturan Menteri 15 Tahun (2023), KSOP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. KSOP dipimpin oleh Kepala
KSOP. Di wilayah pelabuhan, KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum
dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, kordinasi kegiatan-kegiatan pemerintahan dipelabuhan, serta
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara
komersial.

KSOP Kelas | Tanjung Emas merupakan instansi pemerintah di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut
Kementrian Perhubungan yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung
Emas, Adapun wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab KSOP Kelas | Tanjung Emas adalah Kota Semarang,
Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Sebagai salah satu lembaga
yang bertugas dalam pengawasan dan pengaturan operasional pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas | Tanjung Emas Semarang mempunyai peran kunci dalam memantau kelancaran dan keselamatan
pelayaran serta mencegah berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan operasional yang ada di Pelabuhan
Tanjung Emas.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, KSOP Kelas | Tanjung Emas tidak hanya berfokus pada aspek
keamanan dan keselamatan pelayaran, tetapi juga mencakup banyak hal lain, seperti kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan, pengengolaan sumber daya, dan pengawasan pada kegiatan operasional Perusahaan
pelayaran dan penyedia jasa kepelabuhanan. Menurut Undang-Undang No.17 tahun (2008), Adapun kegiatan
yang dilaksanakan antara lain, pemeriksaan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pemberian surat
persetujuan berlayar, koordinasi dengan instansi terkait, pelatihan dan sosialisasi dan evaluasi.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh KSOP dalam fungsi pengawasan mempunyai berbagai
tantangan yang dapat menimbulkan berbagai risiko. Risiko yang termasuk dalam keselamatan dan keamanan
pelayaran sangat bermacam-macam, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagai contoh seperti
kecelakaan kapal, meskipun telah ada peraturan yang mengatur peran KSOP dalam memberikan Surat Persetujuan
Berlayar, masih sering ditemukan kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian KSOP dalam
menjalankan tugasnya. Kelalaian tersebut termasuk memberikan izin berlayar dan surat kelaiklautan kapal kepada
kapal yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus uji kelaiklautan. Kasus tersebut merupakan masalah lama yang
kerap berulang kali di Indonesia dan dianggap sebagai hal yang biasa. Isu keselamatan dan keamanan dalam
pelayaran laut merupakan tanggung jawab utama dalam pengelolaan pelabuhan. Pengawasan yang terstruktur dan
efektif mestinya sangat dibutuhkan dalam mencegah hal yang merugikan.

Meninjau pentingnya fungsi pengawasan di pelabuhan dan manajemen risiko, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis risiko-risiko yang dihadapi oleh KSOP Kelas | Tanjung Emas Semarang dalam melaksanakan fungsi
pengawasan yang menjadi tugas pokok instansi tersebut. Salah satu fungsi pengawasan KSOP adalah fungsi
pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan
KSOP Kelas | Tanjung Emas Semarang dan bagaimana strategi mitigasi risiko dapat diterapkan bertujuan
meningkatkan keselamatan dan keamanan di bidang pelayaran di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas. Berangkat
dari hal tersebut maka peneliti memfokuskan topik penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Fungsi
Pengawasan Pada Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas | Tanjung Emas
Semarang.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods (metode campuran) dengan desain eksplanatori
sekuensial, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif terkait manajemen risiko dalam fungsi pengawasan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Kelas | Tanjung Emas Semarang.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kemungkinan serta dampak
dari risiko melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive
sampling. Data kuantitatif dianalisis menggunakan matriks risiko 5x5 untuk menilai skor risiko berdasarkan
probabilitas dan konsekuensi setiap risiko. Hasil skor tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam empat zona
risiko: rendah (zona kuning), sedang (zona biru), tinggi (zona merah), dan sangat tinggi (zona ungu).

Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama
dan observasi langsung selama praktik darat. Teknik wawancara bertujuan untuk menggali faktor penyebab risiko
serta strategi pengendalian yang telah diterapkan oleh KSOP. Observasi digunakan untuk memvalidasi data
kuantitatif sekaligus mengidentifikasi masalah operasional yang tidak terungkap melalui kuesioner.

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, dan observasi, sementara data sekunder berasal dari
studi literatur, dokumen internal KSOP, jurnal, dan artikel relevan.

Dengan kombinasi kedua metode tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif
tentang tingkat risiko, tetapi juga menjelaskan konteks, penyebab, serta praktik pengelolaan risiko dari perspektif
pelaksana lapangan. Hal ini memungkinkan perumusan strategi mitigasi yang lebih aplikatif dan relevan untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan kerja di pelabuhan.

Hasil Penelitian

Identifikasi Risiko dalam Fungsi Pengawasan Keselamatan Kerja

Penelitian ini mengidentifikasi potensi risiko dalam empat kegiatan utama fungsi pengawasan di Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas | Tanjung Emas Semarang, yaitu:
1. Pemeriksaan kelaiklautan kapal dan peralatan keselamatan
2. Pengawasan bongkar muat barang berbahaya (B3) dan limbah B3
3. Pengisian bahan bakar kapal (bunkering)
4. Embarkasi dan debarkasi penumpang

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada tiga informan, observasi langsung selama praktik
darat, serta kuesioner kepada 30 responden yang terlibat dalam proses pengawasan. Setiap risiko dianalisis
menggunakan pendekatan matriks risiko 5x5 , dengan mempertimbangkan probabilitas (likelihood) dan dampak
(severity). Hasil analisis menunjukkan variasi tingkat risiko pada masing-masing kegiatan:

Kegiatan Aspek Level Risiko Awal

Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal SOP Rendah (Skor 3)
APD Rendah (Skor 4)
SDM Tinggi (Skor 3)
Pengawasan Bongkar Muat B3 SOP Tinggi (Skor 3)
APD Sedang (Skor 8)
SDM Tinggi (Skor 5)
Pengisian Bahan Bakar Kapal SOP Sedang (Skor 6)
APD Tinggi (Skor 5)

SDM Sedang

SOP Rendah
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Embarkasi/Debarkasi APD Rendah
Penumpang

SDM Rendah

Berdasarkan data tersebut, dua kegiatan dengan tingkat risiko tertinggi adalah pengawasan bongkar muat
barang berbahaya (B3) dan kegiatan bunkering . Risiko pada kedua kegiatan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian
penerapan SOP, ketidakkonsistenan penggunaan APD, serta rendahnya pemahaman tenaga kerja terhadap
prosedur keselamatan.

Analisis Berdasarkan Regulasi
Penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 dan SNI I1SO
9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu , yang mensyaratkan pelaksanaan pengawasan secara sistematis dan
berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun SOP sudah tersedia, implementasinya masih belum
optimal, terutama pada kegiatan yang melibatkan pihak eksternal seperti buruh pelabuhan dan operator kapal.
Hal ini menjadi tantangan bagi KSOP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama dalam aspek:
e Konsistensi pelaksanaan SOP
e Pemenuhan dan pengawasan penggunaan APD
e Pelatihan dan pembinaan SDM lapangan
Strategi Pengendalian Risiko
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KSOP, strategi pengendalian risiko difokuskan pada tiga
aspek utama:
a. Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya
o Menegakkan SOP secara konsisten dengan mekanisme sanksi dan reward.
e Memastikan penggunaan APD lengkap dan sesuai jenis bahaya.
o Memberikan pelatihan rutin kepada buruh pelabuhan terkait penanganan B3 dan prosedur darurat.
b. Pengisian Bahan Bakar Kapal (Bunkering)
¢ Meningkatkan koordinasi antara tim darat dan awak kapal.
o Memastikan alat keselamatan seperti emergency shutdown valve selalu siap dan teruji.
o Melakukan simulasi darurat dan pelatihan teknis secara berkala.
c. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal & Embarkasi/Debarkasi
¢ Mempertahankan SOP yang sudah berjalan baik.
e Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait kesadaran K3 kepada ABK dan petugas pelayanan
penumpang.
Rekomendasi Level Risiko Pasca-Pengendalian
Setelah dilakukan pengendalian, level risiko pada seluruh aspek dapat diturunkan hingga ke kategori rendah ,
sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Kegiatan Aspek Level Risiko Awal Level Risiko Awal

Pengawasan Bongkar Muat B3 SOP Tinggi (Skor 8) Rendah (Skor 3)
APD Tinggi (Skor 5) Rendah (Skor 3)

SDM Sedang (Skor 6) Rendah (Skor 3)

Pengisian Bahan Bakar Kapal SOP Tinggi (Skor 5) Rendah (Skor 3)
APD Sedang (Skor 6) Rendah (Skor 2)

SDM Tinggi (Skor 5) Rendah (Skor 2)

Kesimpulan

kepelabuhanan tentang identifikasi risiko pada kegiatan pengawasan, selain itu juga untuk memberi bekal
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khususnya bagi penulis Ketika sudah terjun langsung dalam dunia kerja serta sebagai motivasi bagi mahasiswa
lain untuk melangkah ke depan dan meningkatkan generasi yang lebih baik dalam belajar di dunia kepelabuhanan.
Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data. Berdasarkan hasil analisis brainstorming dan risk matrix terhadap
empat kegiatan utama pengawasan di lingkungan KSOP Kelas | Tanjung Emas Semarang, diperoleh bahwa potensi
risiko pada aspek SOP, APD, dan SDM bervariasi dari tingkat rendah hingga tinggi. Kegiatan dengan risiko
tertinggi ditemukan pada pengawasan bongkar muat barang berbahaya dan pengisian bahan bakar kapal, terutama
akibat ketidakkonsistenan penerapan SOP, kelalaian penggunaan APD oleh pihak eksternal, dan kurangnya
pemahaman pekerja terkait standar K3. Kegiatan embarkasi-debarkasi serta pemeriksaan kelaiklautan kapal
cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah karena pelaksanaannya telah berjalan lebih terstruktur dan
terkontrol. Pengukuran risiko melalui kuesioner berbasis skala likert terhadap 30 responden memperkuat hasil
observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa risiko tertinggi berasal dari ketidaksesuaian implementasi
prosedur dan kurangnya kesadaran keselamatan pada mitra kerja eksternal pelabuhan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pihak KSOP Tanjung Emas Semarang, dapat disimpulkan bahwa strategi pengendalian risiko
dalam fungsi pengawasan keselamatan pelayaran difokuskan pada penguatan implementasi Standar Operasional
Prosedur (SOP), pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan peningkatan kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM). Pada kegiatan dengan potensi risiko tinggi seperti bongkar muat barang berbahaya (B3) serta
pengisian bahan bakar kapal (bunkering), KSOP menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan SOP
dan komunikasi operasional, serta konsistensi dalam penggunaan APD oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk
tenaga kerja eksternal. Selain itu, upaya peningkatan pemahaman teknis melalui pelatihan rutin menjadi bagian
dari pendekatan strategis KSOP dalam mendorong budaya keselamatan kerja yang lebih kuat. Dengan pendekatan
kolaboratif antara pengawas dan pelaksana kegiatan di lapangan, strategi ini diharapkan mampu meminimalkan
potensi risiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di lingkungan Pelabuhan.
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